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Pll'llfldfk‘ Ltngkmgnn atau Pm*,rrdtk Faguﬁrm Neger_u i i,
Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) adalah Pegawai -,r

Negerr Sipil tertentu di lingkungan ms#qnsw

. pemerintah yang lingkup fugas dan tanggung -

mbnga di bidang ling hrdupm dlbzhlidn_'- f-,

wewmng khusus sv:bngm s _.‘

]

Apu dnm hulum kegintqn Pwaduk LJnglumgm % J;
Dusar hukuln l'.'f.gin'l'nn Pznyldlk ngkungan Hu:fup % ..L ‘

__'A.-

-

‘l

" Berdasdrkan Pasal 40 ﬂ}Unﬂongmdangwa Pt

‘23 Tahun 1997 Te.nfqmg Pengelolaan Lingkungan '

' Hidup (UUPLH) disebutkari bahwa selain Penyidik -

Pejabat Polisi-Negara Republik Indonesia, juga

- Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertentu di lingkungan-
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan

" Apa saja kzwr.mngnn yang dimiliki oleh Ptn'fldlk %
- Lingkungan? A

- Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UUPLH Kewenangan -

4 ;agggu C?Juwnbryud' i bidang pengelolaan lingkungan
- hidup,
sebagnm'.um dimaksud dnlum KUHAP, - Aappe, ,'- '5

beri wewenang khusus sabugm PeﬂﬂdrkJ

Penyidik LH, meliputi:

" 1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan {3

atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana ~
di bidang lingkungan hidup;

2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau - -

badan hukum yang diduga melakukan tindak
pldum di bldnng hngkurv.gan hidup L
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3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan,
catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu
yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan,
catatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana lingkungan hidup;

6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang
lingkungan hidup.
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v . Pada duiﬂl"‘ﬂ’fﬂ ﬂdak qdﬂ perbg n- a‘njara
Pznyldtk Lingkungan dengan Penyidik Pejabat -
(i Ijlubhfi Indcr&sru , tetapi Penyidik

isi

‘ szubu egara mempunyai kewem o

yang luas meliputi kw:;?n untuk me
pemngkqpan penggeledahan dan pen&hunun

Y “Dalam hal Pe'nyidrl-c ngkungap akan- méln]mknn

bantuan Permdlk Pofrt W

v -‘.'Penyrd‘ k- Lingkungan hunyp dnpn’r mefnkukart

penyidikan terhadap kasus pidana lingkun

_sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Ti
- 1997, sedangkan Penyidik Polri dapat rwquukan
" penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana
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Pmdhganun kusus tindak pldam hngkun r.m hadu
dapat dilakukan oleh: ﬂ F

a. - Penyidik Pegawai N.egm.& il Lllfékuﬁgﬂn :
(PPNS-LH) KNLH maupun t!u;aml'h
b. - Penyidik Polri RI atau =~ .

o Permdtk Eubur"gan fPPNS-u—I aﬁm Pmyfdik Pﬂlr‘i).
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Kasus pidana lmgkungﬂn ynng :!apcrf drmngnm oleh
Penyidik Lingkungan adalah kasus yang diatur
,berdusar'kﬂn UU Nofnor 23 Tu?;un 1997, berupa
kasus: . ‘ ,
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